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INTISARI

Dualisme dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia menimbulkan
berbagai masalah antar golongan yang serba sulit sehingga dibentuk Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau
yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan UUPA adalah
menciptakan unifikasi hukum sehingga berbagai macam hak aas tanah seperti hak
opstal, hak erpacht, dan hak eigendom, serta hak atas druwe desa setelah
berlakunya UUPA diadakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Ketentuan
Konversi UUPA. Namun pada kenyataannya tanah adat di Bali khususnya di Desa
Pakraman Beng yaitu berupa tanah druwe desa sampai dengan saat ini belum
melaksanakan ketentuan konversi tersebut. Adanya karakteristik yang dimiliki berupa
konsep Tri Hita Karana dalam tradisi dan tata krama pergaulan hidup menjadi salah satu
aasan tetap terjaganya keberadaan tanah druwe desa khususnya tanah pekarangan desa.
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah dapat mengetahui tradisi
penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa yang dilakukan oleh masyarakat
adat di Desa Pakraman Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provins
Bali dan mengetahui alasan ketentuan konversi tidak dapat diimplementasikan di
Desa Pakraman Beng.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografik dan metode penelitian hukum
dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Selanjutnya teknik
penjaringan informan yang digunakan adalah secara purposive sampling
sedangkan untuk penentuan responden yang relevan juga melalui sampling hamun
disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data
melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan
yaitu data primer dari hasil wawancara baik dengan informan maupun responden
dan data sekunder yang berasal dari studi dokumen. Analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi penguasaan dan pemilikan
tanah druwe desa dalam hal ini tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng
dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana, secara operasional diatur oleh awig-awig
serta peraram desa yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh krama-nya. Tanah
pekarangan desa dimiliki oleh Desa Pakraman Beng sebagai tanah komunal yang
dapat digunakan sendiri oleh desa untuk kepentingan desa itu sendiri dan dapat
juga dilimpahkan penguasaannya kepada krama untuk dimanfaatkan sebagai
tempat tinggal dengan konsekuensi kewagjiban ayahan yaitu ngayah (berupa
tenaga) dan urunan (berupa materi/iuran). Selanjutnya menurut ketentuan,
konversi hak atas druwe desa khususnya tanah pekarangan desa di Desa Pakraman
Beng sudah terjadi segjak berlakunya UUPA, namun saat ini belum ada
pelaksanaan pendaftaran karena Desa Pakraman Beng belum ditunjuk sebagai
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Kata kunci: Tanah Pekarangan Desa, Ketentuan Konversi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sebuah tatanan kehidupantgdrentuk dari
interaksi antara manusia yang berulang-ulang. Twukaya masyarakat
dikarenakan manusia merupakan bagian dari kehidmadluk sosial yang
ada di muka bumi. Sehingga pengertian masyarakaeidiri adalah sebuah
kesatuan yang terjadi antara dua orang atau lebifusia yang berada dalam
sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ber#asa pengertian
tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat tide& lgpas dari sebuah
wilayah yang juga menjadi syarat terbentuknya madyd.

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang uphid
berdasarkan asal-usul leluhur secara turun tendiratas suatu wilayah adat,
yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaam d&ehidupan sosial
budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga yatey mengelola
keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Aliansisyitakat Adat
Nusantara). Tanah mempunyai fungsi yang sangaingekearena tanpa tanah
manusia tidak bisa hidup. Tanah merupakan tempatarth warga
masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan taogh jmemberikan

penghidupan baginya.

! | Made Suasthawa Dharmayu@iatus dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah BerlasusiyPA
Denpasar : CV. Kayu Mas, 1987, hal. 1.
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Semua masyarakat adat memiliki hubungan sprituadaya, sosial
dan ekonomi dengan wilayah tradisionalnya. Hahenyebabkan hubungan
antara manusia dengan tanah menjadi sangat ersarkn dikatakan sebagai
tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan dkgf@innya. Hukum-
hukum adat, tradisi dan praktik-praktik menggambarketerikatan atas
tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilafraldisional demi
kebutuhan generasi selanjutnya. Sehingga hukum amatipakan satu-
satunya ketentuan yang mengatur tata kehidupanarast bahkan sebelum
kedatangan para penjajah ke Indoneisa. Munculngarnibaru yaitu hukum
barat adalah setelah kedatangan para penjajah dgele®eiring dengan
perkembangan zaman dan masuknya pengaruh-pengamd ®ersebut,
penguasaan atas tanah di nusantara juga mulai der@leh karena itu,
hadirnya pemerintahan Belanda menyebabkan tanah-tgang terdapat di
Indonesia diatur oleh dua peraturan, yaitu peratadat tentang tanah yang
tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yangukupada hukum
Belanda, misalnya hakpstal hak erpacht dan hakeigendom Sehingga
lahirlah “dualisme” dalam pengaturan hukum pertamadi Indonesia.

“Dualisme” hukum tanah bertentangan dengan cit-pgrsatuan
bangsa dan juga dapat menimbulkan berbagai maaatah golongan yang
serba suli Sehingga diperlukan suatu reformasi di bidangapaftan yang

bersifat komprehensif dan fundamental, sehingparduk Undang-undang

2 Supriadi,Hukum Agraria,Palu : Sinar Grafika, 2006, hal. 41.
% Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesialakarta : Penerbit Djambatan, 2008, hal. 62.



Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokkékpdégraria atau
yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).PAU menciptakan
Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal.

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu tujuan UldBalah
menciptakan unifikasi hukum, sehingga berbagai mad¢ek atas tanah
seperti halopstal hakerpacht dan hakeigendomserta hak atadruwe desa
setelah berlakunya UUPA diadakan penyesuaian sehaga diatur dalam
Ketentuan Konversi UUPA. Ketentuan dimaksud setagas menetapkan
tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secarachdati sebagai tanah hak
milik adat, kecuali areal tanah yang sejak awalupakan tanah komunal
atau tanah-tanah untuk kepentingan tertentu. Barkias ketentuan-
ketentuan itu, tanah yang berstatus (bekas) hak adlat dan tanah (bekas)
hak Indonesia lainnya, penetapan haknya melalusgolar konversi, baik
penegasan konversi maupun melalui pengakuan hagadememenuhi asas
publisitas, yaitu pengumuman guna memberikan keatanpoagi orang lain
yang merasa keberatan.

UUPA mengakui adanya hak ulayat. Hal ini dirumusilalam Pasal
3 UUPA’ bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pagidnl?2
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupdariumasyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataamasih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kegg@mnnasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa tgEk boleh

* Muchtar WahidMemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanddkarta : Republika, 2008,
hal. 118.
® Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentBrgaturan Dasar Pokok-pokok Agraria



bertentangan dengan undang-undang dan peraturat@er lain yang
lebih tinggi”.

Hal ini berarti penguasaan dan pemilikan tanah menbukum adat di
Provinsi Bali sampai saat ini masih diakui, dimae®agian besar tanahnya
merupakan wilayah desa adat kecuali tanah indivodinuh dan hak
penguasaan tanahnya dilandasi hak ulayat baik gdm@sai secara komunal
maupun individiual.

UUPA tidak hanya diarahkan untuk menjaga keteratudan
ketertiban sosialspcial order)yang fungsinya tidak hanya sebagai instrumen
pengawasan sosiasdcial control) tetapi juga dikembangkan sebagai alat
untuk merekayasa kehidupan sossidfal engineeringuntuk mewujudkan
nilai kepastian hukum, namun fungsi hukum jugandkatkan agar dapat
memainkan peran instrumen untuk memelihara dan rekwokoh integrasi
bangsa dalam masyarakat yang bercorak multikultuParnyataan tersebut
mengandung pengertian mengenai adanya jaminantl@apaskum hak atas
tanah melalui sertipikat hak milik atas tanah.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah tanah adBalitidak boleh
dipindah-tangankan atas nama pribadi tanpa peusetppruman desa adat
(rapat atau pertemuan masyarakat desa adathah adat di Bali memiliki
pengertian yang bersinonim dengan tanah ulayaty yaempunyai makna

tanah-tanah yang ada sangkut-pautnya dengan hgét (kek-hak desa atau

® | Nyoman NurjayaPengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Awotimgi Hukum
Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang, 20€8,2.

" | Wayan SurphaSeputar Desa Pakraman dan Adat BBienpsar : Penerbit Pustaka Bali Post,
2002, hal. 23.
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persekutuany.Hal ini didasarkan oleh adanya karakteristik daeBali yang
sangat tampak dari kehidupan Agama Hindu, adatddaya yang menyatu
padu dalam suasana harmonis dengan tanpa terlapgsedan serta seluruh
komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan mastayang ada jauh
sebelum Indonesia merdeka, yditesa Adat.

Desa adat yang sekarang disebut desa pakraman akaruguatu
bentuk masyarakat hukum adat yang memiliki tradlan tata krama
pergaulan hidup sesuai dengan filosofiri Hita Karan&. Adanya
karakteristik yang dimiliki tersebut maka tradignguasaan dan pemilikan
tanah di Bali tentunya akan berbeda dengan daamhdalah satunya yaitu
adanya sistem Tanah Pekarangan Desa, yang dalagfitipanini, peneliti
memilih Desa Pakraman Beng. Desa Pakraman Bengpailem salah satu
desa pakraman di Kecamatan Gianyar yang mana hisggaini mampu
mempertahankan tradisi penguasaan dan pemilikaah taekarangan desa
yang dimilikinya, disamping sudah semakin melemahkgberadaan tanah
pekarangan desa di beberapa desa pakraman lainiKgcamatan Gianyar.
Melemahnya keberadaan tanah pekarangan desa diaelmdanya ketentuan
konversi terhadap tanadruwe desasehingga mengakibatkan adanya tanah

pekarangan desa yang sudah dikonversi menjadi mdikidu.

8 | Made Suasthawa Dharmayudg,cit, hal. 24.

° Tri Hita Karanayaitu falsafah hidup yang memuat tiga unsur yaegnbangun keseimbangan
dan keharmonisan hubungan antara manusia dendpam, Timanusia dengan manusia dan
manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumlsefjdeteraan, kedamaian dan kebahagiaan
bagi umat manusia brugrarhyangaryang berwujuderajan (believe system), Palemahgamng
berwujud wilayah perumahaartefact systein danPawongaryang berwujud anggota keluarga
yang tinggal di situgocial systemyang notabene sebadaamabanjar darkramadesa adat.
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Uraian yang telah dikemukakan tersebut menjadileruls tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisngreasaan dan Pemilikan
Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakraman Beng Keran@anyar

Kabupaten Gianyar Provinsi Bali”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanysaamakan dikaji
oleh peneliti adalah
1. Bagaimana tradisi penguasaan dan pemilikan tankargegan desa di
Desa Pakraman Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupatay&i Provinsi
Bali?
2. Mengapa ketentuan konversi belum dapat diimplensé@a di Desa

Pakraman Beng?

C. Batasan Operasional

Penulis membatasi topik masalah yang akan ditalitituk
memudahkan dalam mengadakan penelitian sehinggalitpen yang
dilaksanakan lebih terarah diantaranya :

1. Tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangsanditu kebiasaan
atau adat-istiadat masyarakat desa yang telahnigetdag turun temurun
sehingga dijadikan aturan dalam hal perolehan lipara pemanfaatan,

dan pemeliharaan tanah pekarangan desa.



2. Penguasaan tanah pekarangan desa di Desa Pakraemgn af8alah
penguasaan dalam arti fisik yang dikuasai ®etma® Desa Pakraman
Beng, seperti menggunakan dan memanfaatkan.

3. Pemilikan tanah pekarangan desa di Desa Pakramary RBdalah
penguasaan dalam arti yuridis yang dikuasai danlikinoleh Desa
Pakraman Beng, seperti kewenangan untuk mengedalangngalihkan.

4. Tanah pekarangan desa yaitu tanah milik desa y#eyikhn kepada
kramadesa untuk mendirikan perumahan yang lazimnya tlidengan
kewajiban warga desa yang menempati tanah pekaratega tersebut

melaluiayahart™.

D. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tradisi penguasaan dan pemilikan tareltarangan desa
yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa PakrarBang,
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi. Bali

2. Mengetahui alasan ketentuan konversi belum dapaptimentasikan di

Desa Pakraman Beng.

19 Kramaialah warga desa yang menempati tanah pekarangan de
1 Ayahanialah imbalan jasa yang diberikan oleamadesa yang menempati tanah pekarangan
desa. (I Wayan Surphap.cit,hal. 49.)

7



E. Manfaat Pendlitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengamgkan dan
menambah wawasan pengetahuan tentang adanya padggiasaan dan
pemilikan tanah pada salah satu masyarakat aabdinsi Bali.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapgdikan sebagai bahan
masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyamdaengambil
langkah-langkah kebijakan dalam hal pengaturan ymsapn dan

pemilikan tanah.

F. Kebaruan Penelitian

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmgepamuan
dan pertimbangan etika akademis, peneliti harusatdapengungkapkan
kebaruan atau keaslian penelitffan Sehingga akan terlihat perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yatahtdilakukan. Penelitian
sebelumnya, oleh | Nyoman Suradnya, membahas mendeberadaan
tanah pekarangan desa setelah berlakunya Undarggridlokok Agraria
yang masih diakui oleh warga dan pemerintah seliagah hak masyarakat
hukum adat, tetapi sudah mulai terjadi pengikisak &dat tersebut menjadi
hak perseorangan yang dibuktikan dengan adanypikatthak milik.

Penelitian tersebut juga membahas mengenai stakisatas tanah
pekarangan desa yang belum jelas secara formalumalasecara turun-

temurun diakui kepemilikan perseorangannya mertwrktim adat setempat.

2 Hadi Sabari Yunusyletodologi Penelitian Wilayah Kontemporéfogyakarta : Pustaka Pelajar,
2010, hal 29.

8



Sedangkan penelitian selanjutnya, oleh | Gede Rerdatha, membahas
perlindungan status hukum desa pekraman terhadah ggekarangan desa
secara yuridis sebagaimana dalam Pasal 3 UUPAm&amya sebatas hak
menguasai atas tanah, diikuti dengan kewajiban avdega yang menempati
tanah pekarangan desa tersebut melayjghan sedangkan peralihan hak
terhadap tanah pekarangan desa harus mendapdujpenselariprajuru adat
(perangkat desa adat) dan diputuskan da@laraman(rapat desa).

Berikutnya melalui penelitian, baik oleh | Wayan d8oa Arta
maupun | Wayan Sukarja, mengenai adanya kewajiag@h@n)yang tetap
masih melekat pada warga yang telah memiliki bké&gemilikan tanah. Hal
ini menggambarkan mengenai suatu keadaan dari tanate desayang
diperbolehkan untuk dijadikan hak milik secara perangan namun tetap
atas persetujudmendesdkepala desa) pakraman.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah adanya tragisguasaan dan
pemilikan tanah pekarangan desa di Desa Pakramag. Behingga peneliti
dapat membahas kebiasaan masyarakat Desa Pakraeman yBng telah
berlangsung turun temurun sehingga dijadikan atdi@am hal perolehan,
peralihan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanalgrejan desa, yang mana
tradisi atau kebiasaan ini mampu dipertahankan reelaannya oleh Desa
Pakraman Beng hingga saat ini. Peneliti juga akenetfiti alasan Hukum
Tanah Nasional khususnya mengenai ketentuan konvetsk dapat
diimplementasikan di Desa Pakraman Beng. (Tabelrken penelitian dapat

dilihat pada lampiras.)



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tradisi penguasaan dan pemilikan tadalwe desadalam hal ini tanah
pekarangan desa di Desa Pakraman Beng dilandasKolesepTri Hita
Karana secara operasional diatur olalwig-awig sertaperaram desa
yang dipatuhi dan dilaksanakan olalamanya. Tanah pekarangan desa
dimiliki oleh Desa Pakraman Beng sebagai tanah kanyang dapat
digunakan sendiri oleh desa untuk kepentingan idesendiri dan dapat
juga dilimpahkan penguasaannya kepadama untuk dimanfaatkan
sebagai tempat tinggal dengan konsekuensi kewajdyainan yaitu
ngayah(berupa tenaga) damunan(berupa materi/iuran)

2. Menurut ketentuan, konversi hak atdsuwe desakhususnya tanah
pekarangan desa di Desa Pakraman Beng sudah tsgjaldliberlakunya
UUPA, namun saat ini belum ada pelaksanaan pemdafia@arena Desa
Pakraman Beng belum ditunjuk sebagai badan hukung ydapat

mempunyai hak milik atas tanah.

B. SARAN

1. Tradisi penguasaan tanah pekarangan desa merupadtantradisi lokal
yang unik, sehingga masyarakat dan pemerintah wiagilestarikan dan
mengembangkan dengan penegasan keberadaan teasietiut melalui

peraturan daerabh.

100



2. Konversi hak atasdruwe desauntuk tanah pelaba pura telah
dilaksanakan setelah adanya Surat Keputusan Mebtem Negeri
SK/556/DJA/1986 yang menunjukpura sebagai badan hukum
keagamaan yang dapat memperoleh hak milik. Peaarbgurat
keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan iRemeNomor 38
Tahun 1963. Sehingga diharapkan juga adanya paarertsurat
keputusan mengenai penunjukan desa pakraman sdimdgn hukum
agar pelaksanaan konversi atas tanah pekaranganlaest terjadi.

3. Pihak Desa Pakraman Beng disarankan memiliki indsirbidang tanah
pekarangan desa, seperti : nakreama letak, batas dan kewenangan atas
bidang tanah pekarangan desa yang dituangkan deilaan tertulis oleh

prajuru (perangkat) desa.
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